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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan 

1. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang 

bersifat positive legislature dan sempat tidak dilakukan perbaikan sehingga 

menimbulkan permohonan pengujian kembali terhadap Undang-Undang 

Kementerian Negara dan menciptakan Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020 

melalui putusan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan kembali 

terkait pelarangan rangkap jabatan kepada wakil menteri. Adanya norma baru 

yang tercipta sehingga bersifat mengatur lantas memperlihatkan bahwasannya 

putusan Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran sifat, yang semula 

hanya membatalkan norma saja (negative lagislature)  kini berubah menjadi 

perumus norma baru (positive legislature). Hal ini tidak menyalahi konstitusi 

karena tugas seorang hakim memang untuk melakukan penemuan hukum 

dengan menggali norma dan nilai yang ada di masyarakat karena sejatinya 

peradilan bukanlah suatu robot melainkan lembaga kreatif yang dapat juga 

melakukan penemuan hukum, karena hukum sebetulnya ada di dalam 

masyarakat. Penciptaan norma yang mengatur dalam putusan yang bersifat 

positive legislature tidak dianggap inkonstitusional karena termasuk kedalam 

aspek interpretasi futuristis. Interpretasi futuristis bersifat ius contituendum 

(hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada ius constitutum (hukum 

atau undang-undang yang berlaku saat ini, sehingga atas hal tersebut sudah 

menjadi betul bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the 
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constitution menciptakan hukum yang seharusnya untuk menjaga kemurnian 

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi hukum dasar.  

2. Implikasi putusan yang bersifat positive legislature terhadap asas erga omnes 

yang juga melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi lantas memiliki makna 

bahwa norma baru yang diciptakan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk 

semua lapisan masyarakat sampai pada lembaga pemerintahan tanpa 

terkecuali. Praktik rangkap jabatan yang sempat dilarang Mahkamah 

Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang sempat tidak 

dilakukan perbaikan oleh lembaga eksekutif lantas menunjukkan bahwa asas 

erga omnes di Indonesia masih lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum 

yang tegas. Keharusan bagi lembaga eksekutif untuk mengindahkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi dirasa perlu karena perwujudan dari sistem check and 

balances berdasarkan teori pemisahan yang menjadikan posisi Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan yang bisa melakukan 

koreksi dan rekomendasi perbaikan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan 

dalam praktik ketatanegaraan. 

4.2. Saran 

Putusan dengan asas erga omnes tidak ada pengecualian terhadap lembaga 

negara untuk bisa mengabaikan norma baru yang dibentuk Mahkamah Konstitusi. 

Oleh karena itu, penulis memiliki pandangan bahwa harus dilakukan perbaikan 

agar asas erga omnes di Indonesia bisa terlaksana dengan maksimal dalam praktik 

konsitusi di Indonesia seperti praktik konstitusi pada Mahkamah Konstitusi 

Federal Jerman. Saran perbaikan tersebut dapat disusun sebagai berikut: 
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1. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga memberikan 

penegasan lebih lanjut terkait perbolehan Mahkamah Konstitusi untuk 

mengeluarkan putusan yang menciptakan norma baru bersifat mengatur 

(positive legislature); 

2. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara dengan mencantumkan 

pelarangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sehingga terdapat kepastian 

hukum; 

3. Pemberian kewenangan lebih untuk Mahkamah Konstitusi agar bisa 

mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap putusannya yang tidak dipatuhi 

oleh pihak yang bersangkutan, karena selama ini Putusan Mahkamah 

Konstitusi hanya bersifat rekomendasi dan tidak memiliki daya paksa; 

4. Dibuatnya lembaga ad hoc atau lembaga independent yang perannya 

membantu Mahkamah Konstitusi untuk mengontrol kepatuhan terhadap 

putusan, sehingga bentuk eksekusi atau pemberian peringatan terhadap pihak 

yang tidak mematuhi putusan bisa memberikan jaminan kepastian hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


